
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 26  TAHUN 2008 

TENTANG 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 

 

Mengingat    : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RENCANA TATA RUANG 
WILAYAH NASIONAL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1.  Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya 
disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi 
pemanfaatan ruang wilayah negara.  

2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, 
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai 

satu . . . 
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satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain 
hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan 
hidupnya. 

3. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 

4. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan 
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 
pemanfaatan ruang. 

5. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 

6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis 
beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya 
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek 
fungsional. 

7. Wilayah nasional adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, 
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

8. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung 
atau budi daya. 

9. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan 
fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang 
mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 

10. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan 
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan 
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan 
sumber daya buatan.  

11. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, 
baik di ruang darat maupun ruang laut yang 
pengembangannya diarahkan untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan 
di sekitarnya. 

12. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup 
di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan 
maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan 
tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan 
yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 

13. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai 
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber 
daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, 
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

14. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai 
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi 

kawasan . . . 
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kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan 
dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan 
sosial, dan kegiatan ekonomi. 

15. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang 
terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri 
atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di 
sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang 
dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah 
yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara 
keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. 

16. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 
(dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki 
hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem. 

17. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan 
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh 
sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, 
pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, 
dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan 
sebagai warisan dunia.  

18. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan 
secara nasional yang digunakan untuk kepentingan 
pertahanan. 

19. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN 
adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani 
kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa 
provinsi.  

20. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW 
adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani 
kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.  

21. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah 
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan 
skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. 

22. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut 
PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk 
mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.  

23. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber 
daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai 
dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau 
sama dengan 2.000 km2. 

 

 

 

24. Daerah . . . 
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24. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang 
merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak 
sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan 
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau 
atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan 
pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah 
perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 

25. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, 
tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah 
maupun yang sengaja ditanam. 

26 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut 
ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan 
laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan 
undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia 
yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di 
atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur 
dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. 

27. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang 
persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan 
pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona 
peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci 
tata ruang. 

28. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

29. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya 
di bidang penataan ruang. 

30. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, 
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

31. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah 
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

 

 
BAB II . . . 
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BAB II 

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI 

PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL 

 

Bagian Kesatu 

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Nasional 

 

Pasal 2 

Penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan: 

a. ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan 
berkelanjutan; 

b.  keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan 
buatan; 

c.  keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, 
provinsi, dan kabupaten/kota; 

d.  keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang 
udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

e. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka 
pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif 
terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; 

f. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi 
peningkatan kesejahteraan masyarakat;    

g.  keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah; 

h.  keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan 

i.  pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta 
integrasi nasional. 

 

Pasal 3 

RTRWN menjadi pedoman untuk: 

a.  penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; 

b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah 
nasional; 

c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di 
wilayah nasional; 

  d. pewujudan . . . 


